
BERITA

NOMOR 77

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 201O

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 69 TAHUN 2O1O

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PERTANIAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 68

Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Petanial
Pembangunan, per-iu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah

Meneng-ah Keluruan Pertanian Pembangunan dengan Peraturan Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerali fabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwaiarta dan Kabupaten Subaag dengan Mengubah Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi bjawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia 
-Tutt* 

1SOS Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851 )l

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok- 
Kepegiwaian (-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

NomJr SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

:O+t; seUagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

tahun l99i tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun

1974 tentarry Pokoi-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia fahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah- 
(i"rnbiran Nelara Republik Indonesia- Tahun 2004 Nomor 125'

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

,.bugui**u telah beberapakali diubah ltl"khii dengan Undang-

Unaing No-ot 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Una*i Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

if."rntlun Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59'

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonell Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan-Pemerintahan

baerah Kabupaten/Kota (Lembaian Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
-Organisasi

Pcrangkar Daerah (Lembaran Nggara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89'

Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan

pemerintahan Daerah (Lembaran Daeiah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri

D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
-cianjurGemuaranDaerahKabupatenCianjurTahun200sNomor0TSeriD)

,.U"i"ir"i"" telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan D-aerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah dan Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

l0,PeraturanBupatiCianjurNomor04Tahun200gtentangTugasFungsidanTataKerja
Unir organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten cianjur

Nomor 04 Tahun 2009);

ll.PeraturanBupatiCianjurNomor68Tahun2010tentangPembentukanSekolah
r,,r..,"ngur' Kejuruan P",taoiun Pembangunan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGORGANISASIDANTATA
KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN

PEMBANGLTNAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

' Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini. yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur'

3. Bupati adalah BuPati Cianjur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur'

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur'

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur'

T.SekolahMenengahKejuruanPertanianPembangunanselanjutnyadisebutSMK-PP" 
"a"f"fr 

utit Pelalsana ieknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur'



S.KepalaSMK-PPadalahKepalaSekolahMenengahKejuruanPertanianPembangunan
paia Dinas Pendidikan Kabupaten Ciarjur'

g. Kelompok Jabaran F ungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri-Sipil yang diberi
' i;g*;-*;*"n*g d*-huk secara penuh olth, ptiubut. yt"c,1tiltTl.,.lntuk

rnEtutrunut* kegiatan yang sesriai iengan profesinya dalam rangka mendukung

kelancaran tugas pokok dan fungsi SMK-PP'

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian1(esatu

Kedudukan

Pasal 2

SMK-PPadalahunsurpelaksanateknisdinasyangdipimpinolehseorang.Kepala.SMK-PP
;il;;"d" ai bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang

6ina sekolah menengah atas dan kejuruan'

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

SMK-PPmempunyaitugaspokokmelaksanakansebagiantugasdanfungsidinasdibidang
penyelenggaraan program pendidikan menengal kej uruan sesuai dengan ketentuan

iajatuu pEratt ran perundang-undangan yang berlaku'

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3' SMK-PP mempunyai

fungsi :

a.penyusunanrencanakerjaSMK.PPsesuai.dengankebijakanteknisoperasionaldinas
ii tia*g penyelenggalan program pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan

ketentuan din/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebij akan 
. 
teknis operasional dinas di bidang

peny"lingga.uan program pendidikan menengah kejuruan;

c. penyiapan bahan koordinasi penrmusan program tahunan dinas di bidang

p.ny.l.ngg*uun program pendidikan menengah kejuruan;

d.penyiapanbahankoordinasiperumusanprogfamlimatahunandinasdibidang
penyelenggaraan program pendidikan menengah 

. 

kejuruan sesuai dengan ketentuan

daniatau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kurikulum

yang berlaku;

f. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;

g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan

masYarakat;

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan'urusan kerumah tanggaan SMK-PP sesuai dengan
'k.t.ntuun 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh. kepala dinas sesuai dengan ketentuan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas SMK-PP sesuai dengan

Letentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi SMK-PP, adalah sebagai berikut :

a. unsur pimpinan adalah Kepala SMK-PP;
b. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Tata Usaha;

.. *r* p"tut.*u ual*t Kepala Unit dan kelompok j abatan fungsional'

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi SMK-PP' terdiri dari :

a. KePala SMK-PP;
b. Kepala Tata Usaha;

c. Unit Fungsional Bidang Kurikulum dan Perpustakaan;

d. Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler;

e. Unit Fungsional Laboratorium dan Praktek;

f. KelomPok Jabatan F ungsional'

(2)BagansusunanorganisasiSMK-PPsebagaimanadimaksudayat(1)'tercantumdalam
Lampiran dun nl.*puk* satu kesatuan lang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB IV

TUGAS POKOK KEPALA

Pasal 7

KepalaSMK-PPmempunyaitugaspokokmembantukepaladinasdalam.penyelenggaraan
Drostam pendidikan *"n"oguh- kejuruan, serta memimpin' mengkoordinasikan seluruh

t;;?il gilK-pt sesuai deigan kitentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V

TITGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tata Usaha

Pasal 8

(1)TataUsahamempunyaitugaspokokmelaksanakansebagiantugas'pokokdanfungsi
SMK-PP dalam pengelolain aiministrasi kepegawaian' keuangan' kesiswaan' urusan

u_urn aun t.*.urriungguan sesuai dengan ketentuan dan/atau pefaturan perundang-

undangan Yang berlaku'



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1)' tata usaha

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha sesuai dengan rencana kerja SMK-PP;

b. pengkoordinasian penyiapan bahal--p:Tmusan, penyusunan' penetapan rencana
- 

i"4-rtufr.,rrun dan lima taiunan SMK--pp sesuai dengan program kerja dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan program kerja tahunan dan lima tahunan

iinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

d. pengkoodinasian penyiapan bahan- perumusan' penyusunan' dan penetapan
- 'kebiiakan sMK_p^1, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan Yang berlaku;

e. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian' keuangan dan administrasi

L.rir*u* serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perundang-undangan Yang berlaku;

f. pengelolaan pemeliharaan gedung, sarana 
-qal-prasarana 

kerja serta ketentraman'

l"t.--rtiU*, dan kebersihan lingkungatt SMK-PP sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan penrndang-undangan yang berlaku;

g. pelayanan data dan hubungan masyallkat sesui dengan ketentuan dan/atau
- 

p".utu.un p"rundang-undangan yang berlaku;

h.pelayananteknisadministrasidanketatausahaanbagisatuanunitorganisasidi
iingt*g* SMK-PP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan Yang berlaku;

i,pelaksanaantugaslainyang.diberikanolehKepala-SMK-PPsesuaidengan
Letentuan dan/aiau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil

' i.lukrunuun kegiatan 
- 
sMK_pp sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perundang-undangan Yang berlaku;

k. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata usaha'

(3) Tata Usaha dipimpin oleh seorang
jawab kePada KePala SMK-PP

lerundang-undangan yang betlaku'

Bagian Kedua

Unit Fungsional Bidang Kurikulum dan Perpustakaan

Pasal 9

(l) Unit Fungsional Bidang Kurikulum.dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok

'-' -"iut.unulan sebagiari tugas pokok dan fungsi SMK-PP dalam menyusun'

..ng.tnt-gtun, dan mengivaluasi kurikulum dan perpustakaan serta menyusun

kebutuhan sarana dan p,u,utunu pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1)' Unit Fungsional
'-' giJung Kurikulum dan Perpustakaan, mempunyai fungsi :

a. pen)'usunan rencana kegiatan unit fungsional bidang kurikulum dan perpustakaan;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMK-PP- di bidang

penyusunan" p.ng.,nbungun' pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan

p"rpu*akuun r.rrii d"ngin ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan

Yang berlaku;

kepala yang berada di bawah dan bertanggung

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan



c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang

penyusunan, pang".bungun, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan

'p.ip"t,"r-" ,.rrii o.ngin ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

d. pengkajian dan pengembangan kurikulum serta perpustakaan SMK-PP sesuai
-' it"E* f."t.ntuan diatau pe-raturan perundang-undangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan jadwal mata

pelajaran;

f. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan. tugas-' 'p.niu.iuju.un sesuai dengan ketentJan dar/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

' i"nit.L.i*"" sesuai dengan keientuan dan/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMK-PP sesuai dengan

Letentuan dan/aiau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan unit fungsional

Lidang kurikulum dan perpustakaan kepada Kepala SMK-PP'

(3) Unit Fungsional Bidang Kurikulum -da1-Plpystakaan 
dipimpin oleh seorang Kepala*' 

;t"" aapait aiset"t Waliil repala Sekolah Bidan_g Kurikulum dan Perpustakaan yang

berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala SMK-PP'

Bagian Ketiga

Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler

Pasal 10

(1) Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler mempunyai tugas pokok
t" 

;;fu;;k*- ,.u-"gi*" tugas pokok dan fungsi sMK-pp dalam melaksanakan

ti-Uingun konseling- dan m."nyut,rn rencana dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

,ir*u ,lrrrui dengan-ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok- sebagaimana dimaksud ayat (1)' unit fungsional
'-' 

bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler. mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan unit fungsional bidang kesiswaan dan

ekstrakurikuler;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMK-PP- di bidang
-' 'p""L.rirtu"gun auo pr-ui"aan kesiswaan. dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai

i"nEun t.t""ntuan daiatau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.penyiapanbahanperumusandanpenetapankebijakanteknisoperasionaldibidang
i..it*ton dan kegiatan ekstrakurikuler;

d. pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.pelaksanaanbimbingandanpenyuluhanterhadapsiswadalamakademikmaupun
non akademik;

f. pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian data perkembangan pribadi

siswa sesuai deng-an ketentuan dan/atau pelatulan perundang-undangan yang

herlaktr:

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMK-PP sesuai dengan

Letentuan danJ atauperatuian perundang-undangan yang berlaku;
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h.pelaksanaanevaluasidanlaporanhasil-pelaksanaantugasunitfungsionalbidang
kesiswaan dan ekstrakurikuier kepada Kepala SMK-PP sesuai dengan ketentuan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(3) Unit Funssional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler dipimpin oleh kepala atau

'-' ;;;;'ffiuri w"t1 Klpala Sekolah Bidang. K_esiswaan dan Ekstrakurikuler yang

t"i"i" ai bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMK-PP'

Bagian KeemPat

Unit Fungsionat Laboratorium dan Praktek

Pasdl 11

(1) Unit Fungsional Laboratorium dan Praktek mempunyai tugas pokok melaksanakan
'-' ,.b"gil "tugas pokok dan fungsi sMK-pp dalam melaksanakan pengelolaan

iuUoiutotiurn- dan praktek keahlian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku'

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok seb^agaimana dimaksud ayat (1)' unit fungsional

laboratorium dan praktek' mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan unit fungsional laboratorium dan praktek;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMK-PP di. bidang

p"n!"totu* dan pengembangarrlaboratorium dan praktek keahlian sesuai dengan

iete.-nt ran danl atau pJraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.penyiapanbahanperumusandanpenetapankebijakanteknisoperasionaldibidang
p"nget-otua" laboratorium dan parktek keahlian;

d.pengelolaanlaboratoriumdanpraktekkeahliansesuaidenganketentuandan/atau
pttit ,run perundang-undangan yang berlaku;

e.pelaksanaanpemeliharaansaranadanperasaranalaboratoriumdanpraktek
Leahlian ,.ruui d"ng* ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMK-PP sesuai dengan

Letentuan dan/aiau peratuian perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas unit fungsional
' iaboratorium dan praktek ,".uui d"ngun ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan Yang berlaku.

(3)UnitFungsionalLaboratoriumdanPraktekdipimpinolehseorangKepalayangberada, ' 
cli bawahtan bertanggung jawab kepada Kepala SMK-PP'

Bagian Kelima

KelomPok Jabatan Fungsional

Pasal l2

tl) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokokt-' ;;;"; p'&ok dan fungsi SMK-PP sesuai dangan keahlian

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana 
, 
dimaksud ayat

'-' .":t-f'"n guru dan tenaga kependidikan .lainnya' dalam

iufttiotuf 
- 

V"ng terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

keahliannYa.

melaksanakan sebagian
dan kebutuhan.

(l), terdiri dari
jenjang j abatan
dangan bidang



BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(l) Dalam melaksanakan tugasnya Kpala. SJvIK-PP wajib menerapkan prinsip
''' loorainuti, integrasi dan- sinlroni sas i baik dalam lingkup SMK-PP maupun

;;;;;; ;;""t rinit oiganisasi.di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SMK-PP waj ib. mengawasi

pelaksanaan tugut 
---tuiuttannya. 

masinlg-tuiing ,,Oll .,.:l1b^:l?^, ,tltjudt
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diper.lukan sesuar dangan

L"t.nt,run dlan/atau peratiran perundang-undangan yang berlaku'

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi .di lingkungan SMK-PP bertanggung j awab
'-' -.-irnbin' Aun mengkJordinasi-kg . bawahannya masingmasing serta

membeiikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas'

r4r Seriao oimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SMK-PP wajib mengikuti
.,dan'n.'nutut'ipetunjuksesuaidanganvisidanmisidinassertamenjabarKannya

dalam program op.rurionul dan pe-mbinaan ses.uai tugas pokok dan fungsi serta

;;;;;g;g jawab kepada atasannya masing-masing . dan menyampaikan

iupoiui-p.f ir.*nsan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu'

(5) setiaD laDoran yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-

", ;;r#;;;u'ai"l?ri a", dip"rgunukun sebagai bahan penyusunan laporan lebih

f*.iuti"t dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya'

(6) Kepala SMK-PP menyampaikan taporan kepada Kepala Dinas melalui Seketaris'

(7)Dalammenyampaikanlaporansebagaimanadimaksudayat(6)'tembusannyadapatdisampaikan
' ,, [**;tuL oiganisasi yang secara fi'rngsional mempunyai hubungan kerja'

Bagian Kedua

HalMerryakili

Pasal 14

(l) Kepala Tata Usaha meuakili Kepala SMK-PP dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan

upuUilu f.putu Stttf-fn berhalangan melaksanakan tugasnya'

(2)KepalaUnitFungsionalBidangKruikulumdan_Perprrsrakaan(WakilKepalaBidangKurikulwn
dan Perpusakaan) -"*,tli" r"puta SMK-PP dalam hal Kepala SMK.PP berhalangan

melaksanakan tugas bidang Edukatif' 
.

(3) Dalam hal Kepala Unit Fungsional sebagaimana diTaksud ayat (2)' be*ralangan Kepala SMK-

'-' pp auput In*;n:uk Kepah tjnit Fmgsional Bidang Kesiswaan dan Ektakulikuler.

BAB VII
KEPEGAWAIAI\

Pasal 15

(l) Pengangkatan dan pembohurtian Kepala SMK-PP serta para pemegang jabatan lainnya

dalam lingkungan sl"fiGpp dilrk kri sesuai dengan ketentuan dar/atau pefah'an perwdang-

undangan Yang berlaku'



(2) Kepala SMK-PP bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan
kepegawaian dalam lingkungan unit kerja.

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

(1) Kepala SMK-PP adalah pejabat fungsional gwu yang diberi tugas, wewenang dan
tanggung jawab sebagai Kepala SMK-PP oleh pejabat yang berwenang.

(2) Kepala Tata Usaha adalah pejabat eselon IV b;

(3) Kepala Unit Fungsional adalah pejabat fungsional guru yang diberi tugas, wewenang
dan tangung jawab sebagai Kepala Unit Fungsional (wakil Kepala Sekolah ) oleh
Kepala SMK-PP.

(4) Kepala Unit Fungsional Laboratorium dan Praktek adalah pejabat fungsional guru atau
tenaga kependidikan lainnya yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai
Kepala unit Fungsional Laboratorium dan Praktek oleh Kepala SMK-pp.

. BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan
yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannva dalant Be rita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI CIANJUR,

Capiud.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH
Diundangkan di Cianjur

l3 Desember 2010

I 198503 1086
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